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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian bagi 

hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten 

Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Efektivitas bagi hasil di Campago Selatan dulu menggunakan 

sistem mampaduoi, dalam sistem mampaduoi pemilik 

menanggung semua biaya pengolahan tanah dan hasilnya akan 

dibagi 2 (dua), dengan ketentuan 1/2 bagian untuk pemilik dan 

1/2 bagian lagi untuk penggarap. Namun yang diterapkan pada 

masa sekarang adalah adalah sistem mampatigoi dimana semua 

biaya ditanggung oleh penggarap kemudian hasilnya akan dibagi 

2/3 untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. Akan tetapi, 

jika terjadi gagal panen maka penggarap lah yang harus 

menanggung semua kerugian. 

2. Kendala dan upaya yang timbul dalam perjanjian bagi hasil di 

Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman yaitu : 

a.  Dalam sistem mampaduoi kendalanya yaitu :  

1) Penggarap sulit menghubungi pemilik tanah karena 

pemilik tidak berada dirumah. 

2) Pemilik tanah pergi merantau 

3) Biaya yang diberikan pemilik tanah tidak mencukupi 

untuk melaksanakan biaya pengolahan sawah, dan ketika 
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penggarap  meminta tambahan biaya kepada pemilik 

justru pemilik tidak bersedia memberikan tambahan 

biaya tersebut. 

Adapun upaya  yang dilakukan dalam sistem 

mampaduoi  yaitu: 

Dalam praktik mampaduoi, sedapat mungkin penggarap 

membuat biaya pengolahan tanah atau memperhitungkan terlebih 

dahulu berapa biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian pemilik 

lahan bisa memberikan biaya pengolahan dengan jumlah yang 

semestinya. 

b. Dalam sistem mampatigoi kendalanya adalah dengan kondisi 

sekarang ini penggarap tidak banyak memeperoleh keuntungan 

dikarenakan tingginya upah dan mahalnya harga bibit, pupuk, dan 

racun hama untuk pengolahan tanah. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam sistem mamtagiogi yaitu : 

 Dalam praktik mampatigoi, penggarap bisa menyesuaikan harga 

bahan dengan pembagian hasil dengan pemilik. 

A. Saran  

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Dalam Efektivitas perjanjian bagi hasil, sebaiknya pemilik tanah 

dan penggarap menerapkan Efektivitas sesuai dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 

sehingga masyarakat lebih bisa meminialisir akibat perjanjian 



50 
 

 

bagi hasil. Ini bertujuan agar adanya jaminan perlindungan hukum 

dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap maupun bagi 

pemilik tanah agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau 

diuntungkan secara sepihak. 

2. Mayoritas masyarakat belum mengetahui mengenai Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka 

perlu adanya perkenalan dan pemberitahuan tentang sistem bagi 

hasil. 

3. Kendala-kendala dan upaya dalam perjanjian bagi hasil. Apabila 

penggarap  telah banyak mengalami kerugian dalam membiayai 

seluruh pengolahan tanah, diharapkan kepada pemilik agar 

memberikan keringanan terhadap penggarap dalam pembagian 

hasil dan tidak memaksakan penggarap untuk membagi hasil 

panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.  
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